
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1. Kesimpulan 

Akuntabilitas pelayanan publik dalam Pelaksanaan E-Procurement Di Kota 

Mataram memberikan hal yang positif atau sehat karna diterapkan dengan prinsip 

good governanceyang dimana memiliki banyak kesamaan dalam prinsipnya juga 

adanya E-Procurement karna ingin mewujudkan good governanceyang maksimal, 

ini dapat dilihat dari terwujudnya sistem yang akuntabilitas dalam pelaksanaan 

Barang dan Jasa di LPSE Kota Mataram.  

1. Adanya E-Procurement ini bisa memanilisir atau mengurangi adanya 

kecurangan/penipuan didalam proses pengadaan barang dan jasa karna sistem 

nya secara terbuka. begitu juga dengan adanya E-Procurement ini juga untuk 

membantu pemerintah dalam melaksanakan Good governance yang dimana 

prinsip E-Procurement sama dengan prinsip Good governance. sebelum 

diberlakukannya E-Procurement sangat tidak efisien dan efektif, sekarang 

sudah menjadi lebih mudah dan transparan terbukti dengan berjalan lancarnya 

E-Procurement di Kota Mataram yang sangat efisien, lalu dengan 

terpenuhinya prinsip tersebut, maka pemerintah dapat menciptakan good 

governance, yang mana prinsip dalam pengadaan Barang dan Jasa tersebut 

memenuhi kriteria sebagaimana suatu pemerintahan dapat dikatakan sebagai 

good governance. 

2. LPSE Kota Mataram juga akan melakukan upaya untuk mencoba 

memperbaiki beberapa hambatan agar tetap berjalan lancar, agar LPSE Kota 



 

 

Mataram agar dapat terlaksana proses pengadaan barang dan jasa yang benar 

dan baik. Sejauh ini proses pengadaan di Kota Mataram sangat efisien juga 

efektif karna langsung menanggapi atau respon jika ada masalah, dan 

langsung dari pusat yang menerima kritikan itu dan pusat yang melaporkan 

ke pihak LPSE Kota Mataram, untuk mempermudah mengetahui apa saja 

hambatan tersebut.  

5.2. Saran  

1. Lebih memperbanyak pelatihan bagi para pelaksana atau staf lainnya dan 

juga masyarakat agar memiliki kualifikasi yang baik di bidang komputer.  

2. Mengadakan proses sosialisasi yang merata bagi para pelaksana atau staf 

lainnya masyarakat. Dengan pemerataan tersebut kemudian diharapkan E-

Procurement yang dilaksanakan di LPSE Kota Mataram dapat berjalan 

dengan efektif.  

3. Lebih membanyak investigasi atau saling dengar pendapat antara pihak 

LPSE dengan masyarakat dalam membahs jika terjadinya kejanggalan/ 

penyelewangan dalam prosedur proses lelang. 
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